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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatan(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar
balikkan (kata-kata) aAtau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah

Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.(QS. An-Nisa’ : 1352)

2QS. An-Nisa’ (5): 135
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan  judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap

menggunakan ketentuan transliterasi.

. Konsonan
I= Tidak ditambahkan ==l
=B L=th
=T L=dh
&= Ts g="(koma menghadap ke atas)
z= g=gn
¢=H =T
¢=Kh &=q
=D =k

=Dz =1

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



=R ~~m

=Z g=n
=S =W
o= Sy s=h

u==Sh s=Yy

Hamzah ( «) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal
kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda
koma diatas (“), berbalk dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “g”.

. Vocal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis

dengan “a”, kasrah dengan ‘0, dhommah dengan ‘“u”, sedangkan bacaan

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = A Misalnya Ja menjadi Qala
Vocal (i) Panjang = 1 Misalnya Jd  menjadi Qfla
Vocal (u) Panjang = U Misalnya 0s2 menjadi Dina

(4]

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantkan dengan ‘97,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diffong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = Misalnya J&  menjadi Qawlun

Diftong (ay) = < Misalnya o menjadi Khayrun

Xi



D. Ta’ Marbiithah (3)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila 7a’ marbithah tersebut beradadi akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan ‘h” misalnya 4wl A ¥maka
menjadi ar-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat
berikutnya, misalnya < 4ss, & menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan
nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

xii
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ABSTRAK

Wazirotus Sa’adah, NIM 14210074,2018. Implementasi Asas Kesetraan Gender
Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian
(Studi  Pandangan Hakim Pengadilan Agama  Kabupaten
Malang).Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang. Pembimbing:
Dr. Hj. Mufida Ch, M.Ag.

Kata Kunci : Asas Kesetaraan Gender,Mengadili Perkara Perempuan,Perceraian.

Secara Umum masyarakat masin meyakini Budaya Patriarki menimbulkan
ketidak setaraan atau keadilan gender dalam bidang hukum sehingga terjadi
diskriminasi gender yang tidak sejalan dengan asas penegakkan hukum.

Dalam menyelesaiakan perkara di peradilan, hakim memiliki kewenangan
memutus perkara dengan segala pertimbangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2009
Pasal 1 ayat 1 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan pada Pasal 2 dalam mererapkan Asas Kesetaraan
Gender. Hakim dalam pelaksanaaan mengadili tidak boleh membeda-bedakan
berdasarkan jenis kelamin atau lainnya, Kewenangannya dalam mengadili harus
menimbang hak dan kewajiban suami/istri. Misalnya kewajiban suami meberikan
nafkah selama istri dalam iddah, dan pembagian harta bersama.

Hasil Penelitian tergolong yuridis-empiris yakni penelitian yang turun
langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan
hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian
menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim,
dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
sebagai sumber penunjang.

Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan
memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan
melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada
penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian
kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan
PERMA No. 3 Tahun 2017.
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ABSTRACTION

Wazirotus Sa’adah, NIM 14210074,2018. Implementation of Gender Equality
Principle in Article 2 PERMA Number 3 of 2017 concerning the
Guidance on Judging Women's Cases Against the Divorce Law (Study
of the Judge's View in Religious Court of Malang Regency). Skripsi.
Majoring in Al-ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Syari’ah, Islamic State
University of Maulana Malik lbrahim Malang. Adviser: Dr. Hj. Mufida
Ch, M.Ag.

Keywords: Principles of Gender Equality, Court of Justice, Divorce.

In general, people still believe that the Patriarchal Culture creates gender
inequality or justice in the field of law resulting in gender discrimination that is not
in line with law enforcement principles.

In settling the case in the judiciary, the judge has the authority to decide
the case with all considerations, Law Number 1 of 2009, Article 1 paragraph 1 on
the authority of the Judiciary and the Constitution of the Republic of Indonesia
1945. PERMA Number 3 of 2017, concerning the Guidance on Trial of Women in
Article 2 from the adoption of Gender Equality Principles. In the execution of
judgment, the judge shall not discriminate, the authority to judge shall consider the
rights and duties of the spouse in the obligation of the husband to provide for his
wife during the iddah, and the sharing of common property.

The result of research belongs to juridical-empirical that is a research
which directly observing Religious Court of Malang Regency and Analyzing judge
opinion in judging woman case in divorce. It uses descriptive qualitative approach.
The main data sources were interviews from three judges, divorce case documents
and research related books as a supporting source.

The judge in deciding the judgment has applied the Gender Equality
Principle and giving consideration to decide the case with existing law and by
seeing the evidence. Judge consideration in deciding cases is more to balance the
rights between the two parties husband and wife. Thus, equality has been applied
in every trial of a case accordance the PERMA Number 3 of 2017.

XViii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah,
mawadah, dan rahmah. 3Di Indonesia pernikahan di atur di dalam suatu
regulasi khusus dalam undang-undang yang telah di tetapkan dan dengan
aturan tersebut sebagai tameng agar adanya suatu disiplin  hukum agar
terjamin suatu keabsahan dalam pernikahan. karena dalam pernikahan adalah
untuk selama-lamanya, tetapi kadang karena suatu permasalahan yang

menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan, seperti suami istri terjadi

3 Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama, (Bandung:Mandar Maju),2014,5.



pertengkaran, suami/istri kedapatan mempunyai hubungan spesial kepada
orang ketiga, dan masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan
perceraian.

Perceraian sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun
1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah
pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan
tidak ada alasan lagi untuk menjalin rumah tangga bersama.*

Pengadilan sendiri mempunyai wewenang dalam mengadili yakni
Kewenangan absolut Yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
salah satunya perkara perkawinan dalam hal perceraian orang-orang yang
beragama Islam pada tingkat pertama yang bertujuan untuk menegakkan
hukum dan keadilan.® UU. No. 1 Tahun 1974 menjelaskan suatu bentuk
kepastian hukum agar untuk melindungi suami dan istri selama dan setelah
proses hukum perceraian secara seimbang. Jika hal tersebut terjadi perceraian
agar adanya suatu hak dan kedudukan yang seimbang antara keduanya tidak
memihak salah satu.

Penyelesaian perkara perceraian di ajukan di pengadilan Agama.
Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan salah satu tempat untuk
menyelesaikan perkara-perkara perdata. Perkara masuk di pengadilan agama
tersebut pada tahun 2016 sejumlah 8.529 dan pada tahun 2017 sejumlah

8.354. jumlah perkara 2017 pada cerai talak berjumlah 2.107 dan cerai gugat

4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
5Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,
(Jakarta:Kencana,2008),343.



berjumlah 4.645. banyak faktor-faktor alasan yang menjadikan perceraian
yakni zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, di hukum
penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, cacat badan,
Perselisihan terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi.

Dalam menyelesaiakan perkara di peradilan, hakim memiliki suatu
kewenangan untuk memutus perkara dengan segala pertimbangan, karena
hakim memiliki kekuasaan yang mana dalam UU No 1 Tahun 2009 Pasal 1
ayat 1 bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik
Indonesia.

Hakim dalam hal ini tidak boleh membeda-bedakan harus setara, dalam
kewenangannya mengadili perkara perceraian sendiri hakim harus
menimbang hak dan kewajiban yang harus suami/istri dapatkan. Setiap hakim
yang memperoleh tugas menyelesaikan suatu perkara harus memperhatikan
dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik. Hukum bisa di
tegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam

persidangan oleh hakim di lakukan penuh kecermatan dan ketelitian. ©

Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan
tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut

menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan. Pandangan hakim berada

6 Dr. H. Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta:kencana), 2014,79.



di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi : kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan.’

kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu
berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.2 Mencegah diskriminasi
ternadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan
identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-
langkah  untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan
diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-
hak wanita dan mendorong persamaan, Kkesetaraan, dan keadilan,
meningkatkan persamaan de-facto wanita dan pria.®

Sedangkan Dalam perceraian adanya suatu kewajiban yang harus di
berikan kepada suami untuk bekas istri selama masa iddah yang mana hak
suami tersebut harus memberikan nafkah kiswah, mut’ah, dan maskan.hal
tersebut seperti yang telah di atur dalam Kompilasi hukum islam, khususnya
pasal 149 tentang Hak dan kewajiban manta suami/istri jika telah terjadinya
putusnya perkawinan.t?

Dalam perkawinan pasti suami/istri mempunyai harta bersama yang
mana dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 BAB VII dalam

pasal 35 ayat 1 bahwasannya harta benda yang di peroleh selama perkawinan

7 Dr. H. Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta:kencana), 2014, 8.

8 PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum

9 Sulistyowati,Perempuan dan Hukum, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006),124.

10 Kompilasi Hukum Islam pasal 149



menjadi harta bersama.!! Harta bersama di jelaskan oleh Erna Wahyuningsih
dan putus samawati adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan.
Walaupun dalam kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah,
namun istri mempunyai hak yang sama. ?Maka dari itu harta bersama waijib
di bagi, di lihat dari segi masyarakat bahwasannya dalam penuntutan hal ini
lebih kepada tentang kekuasaan lebih kepada keinginannya sendiri.

Dalam peradilan pastilah ada suatu problem dalam pemberian hak dan
kewajiban yang di berikan suami kepada bekas istri karena tidak sesuai
dengan apayang bakal terjadi dalam pemenuhan setelah nya tersebut. Karena
bagaimanapun dalam hal perceraian pasti ada nya hal-hal yang di tutupi
seperti hal nya jika terjadi cerai talak dalam pemberian kewajiban suami
memberi nafkah tidak sepenuhnya sebab alasan istrilah yang salah pada
dasarnya adanya hal yang di tutupi agar dalam putusan pengadilan sang suami
tidak memiliki beban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada
bekas istri.

Seperti hal nya jika dalam Cerai gugat di lihat sepenuhnya istri lah yang
salah, karena melihat siapa yang mengajukan perceraian hal ini lebih di lihat
istri tidak taat kepada suami. Tetapi sejatinya alasan dalam pengajuan istri
lebih dahulu karena kebanyakan sang suami lari dari tanggung jawab. Takut
untuk di tuntut lebih kepada sang istri. Kenyataan hal ini lebih kepada istri

meminta hak nya yang selama ini dalam kewajiban suami dalam menafkahi.

11 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 BAB VII dalam pasal 35 ayat 1
2Muhammad  Syaifuddin. Sri  Turatmiyah. Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,
(Jakarta:Rawamangun), 2016, 427.



Dalam perceraian tidak hanya masalah nafkah selama iddah tetapi
dalam mendapati harta bersama yang telah dimiliki keudanya selam menjalin
kehidupan rumah tengga berdua, karena hal ini lebih kepada pembagian yang
sama rata yang lebih banyaknya tidak semua di keluarkan ada yang di
sembunyikan. Karena keadaan suami istri yang telah timpang maka
cenderung lebih menghitung hak nya.

Dilihat problem-problem yang telah terjadi dalam pemberian nafkah
selama iddah lebin kepada hanya sekedar untuk menyelesaikan di dalam
pengadilan tidak sepenuhnya sebagai kewajiban seorang suami untuk
memberikan haknya selama istri dalam masa iddah. Ketidak seimbangan
tersebut menjadikan ketidakadilan kesamaan antara laki-laki dan perempuan
karena lebih cenderung meremehkan. Dalam perselisinan harta bersama
dalam hal ini lebih kepada mencari-cari hak nya masing-masing, karena lebih
cenderung harta tersebut sebagai simpanan.

Permasalahan yang terjadi kadang adanya kesesuaian dan ketidak
sesuaian karena lebih kepada pemenangan kepada hak, sebab lebih mengerti
hal mana yang harus di pakai agar tidak adanya pemberian hak dan kewajiban
dan putusan yang di berikan hakim dalam hal ini lebih kepada keberatan.

Oleh karena itu hal yang menarik dalam penelitian yaitu terjadinya
suatu perceraian yang mana pada kesetaraan dalam pemberian hak dan
kewajiban yang harus di berikan kepada bekas istri, dan bagaimana
pembagian harta bersama agar sama rata untuk di dapatkan keduanya. Peneliti

tertarik untuk meneliti yang mana hal tersebut karena hakim di sini berperan



penting untuk menumbuhkan suatu keadilan agar adanya kesetaraan tidak ada

perbedaan yang mana penelitian ini lebih kepada bentuk hakim mengadili dan

bagaimana bentuk yang akan di terapkan oleh hakim dalam suatu perkara
cerai dalam menerapkan Asas Kesetaraan Gender pada pasal 2 PERMA No.

3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan

dengan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka pokok
yang menjadi sebuah Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA
No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum terhadap Perceraian?

2. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam
perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan
Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

terhadap Perceraian.



2. Untuk memaparkan Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum terhadap Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan
Gender.

D. Manfaat penelitian

Umumnya, Manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni
manfaat teorotis dan manfaat praktis. 13Adapun Manfaat dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan penambahan
pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Pandangan Hakim
Terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA
No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan

berhadapan dengan hukum dalam perceraian.
2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah atau
memberikan suatu wawasan bagi peneliti selanjutnya ataupun masyarakat
umum Yyang akan mengkaji Pandangan Hakim Terhadap Implementasi

Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang

13 Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya limiah,
2015,20.



pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam

perceraian.

E.  Definisi Operasional

1. Hakim ialah Orang yang memiliki tugas mengadili, memutus perkara
dengan memberikan wvonis ataupu putusan pengadilan; seseorang yang
memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili.*4

2. Implementasi ialah Penerapan atau Pelaksanaan.

3. Asas ialah suatu dasar atau landasan sesuatu hal yang menjadi tumpuan
berpikir atau berpendapat.1®

4. Kesetaraan Gender ialah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-
laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya
sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai
bidang.16
Kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan
menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan,
dan hankamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan
tersebut. Dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian atau
penghargaan Yyang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan

perbedaan perempuan dan laki-laki serta pelbagai peran mereka.

14 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hakim Dictonary of Law Complete, Edition
(Quantum Media Pres, 2010),173.

15 Https://KBBI. .web.id diakses 04-02-2018 08.29 WIB

16 PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum
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5. Perceraian ialah Berakhirnya suatu hubungan pernikahan suami dan istri
karena keduanya sudah tidak ingin melanjutkan untuk hidup berdua lagi.t’
Karena suatu faktor yang menjadi alasan untuk pisah. Perceraian putus di
hadapan hakim pengadilan yang berdasarkan Undang-Undang.

F.  Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penggolangan pembahasan disini terdiri dari

lima. bab:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Operasional. Latar
belakang sendiri merupakan uraian suatu keadaan atau hal-hal yang
menimbulkan suatu masalah, alasan-alasan permasalahan atau sebab-
sebab penelitian di ambil. Rumusan Masalah dalam hal ini mengambil
suatu rumusan harus spesifik, jelas, dan padat yang berbentuk
pertanyaan. Tujuan Penelitian harus mengarah berkaitan dengan
rumusan masalah yang berbentuk kalimat pernyataan. Manfaat
Penelitian suatu kegunaan penelitian dalam pengembangan suatu teori
maupun dalam praktik, dan perkembangan pendidikan juga di

masyarakat. Untuk kedepannya dalam memberikan suatu konsttribusi.

17 Kompilasi Hukum Islam
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BAB Il Tinjauan Pustaka
Pada bab ini berisi Penelitian terdahulu yang mana hal ini memberikan
informasi tentang penlitian yang telah di lakukakan sebelumnya atau
adanya suatu persamaan dalam objek atau sebbjek dalam penelitian
yang di lakukan, baik dalam bentuk buku, jurnal yang sudah di terbitkan
maupun yang belum diterbitkan berupa disertasi, tesis. dalam kajian
pustaka berisi suatu teori-teori yang berkitan dengan judul
implementasi Asas kesetaraan gender pada Pasal 2 Perma No. 2 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum
dalam Perceraian yang mana isi dari teori-teori tersebut Asas
Kesetaraan Gender yang terdiri dari pengertian dan penjelasan-
penjelasan, Hakim, perempuan dalam hukum yang terdiri dari hak

perempuan di muka hukum hak asasi perempuan serta teori perceraian

BAB Il Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan tentang berbagai hal penting dalam
penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting yang mana meliputi
Jenis penelitian yang mana menjelaskan jenis atau macam penelitian
yang digunakan, pendekatan penelitian di gunakan  untuk
mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang
dilakukan, lokasi penelitian menunjukakan lokasi penelitian berupa
alamat, sejarah, letak geografis dalam penelitian, jenis dan sumber data
yang berisi jenis yang di gunakan dalam penelitian empiris yang yang

berasal dari data primer dan sekunder. Metode pemumpulan data



12

penjelasan dalam bagaimana dalam menjelaskan urutan kerja, alat kerja
dan cara pengumpulan data. Metode pengolahan data yang mana di sini
menjelaskan suatu prosedur pengolahan dan analisis data sesuai data

yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini merupaka inti dari penelitian yang mana karena dalam
bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer yang telah
di peroleh dari penelitian lapangan yang telah di lakukan dan data
sekunder untuk memperkuat argumentasi yang berupa buku, undang-

undang untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari teori dan hasil penelitian dari
rumusan masalah yang telah di tetapkan. Dalam bagian saran berupa

usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkatt.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dalam hal ini adalah sebagai pembanding atau ada
suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian
sebelumnya yang di teliti orang lain. dalam hal ini penelitian yang berkaitan
dengan tema peneliti ambil yakni tentang perceraian dalam hal hakim
mengadili  perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang
berdasarkan suatu Asas. Yaitu di Tulis oleh:
1. Arifin Ali Mustofa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017.

Dengan judul skripsi Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan

Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama

13
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2. dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.1® Bahwasannya
penelitian yang diteliti oleh Saudara arifin Ali Mustofa hal tersebut
mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian hakim
dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara hal tersebut
dengan suatu tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan
Kemanfaatan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
literatur lapangan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif .
dalam hal terjadinya suatu kesamaan hal penelitian ini yakni sama-sama
menggunakan teknis penelitian lapangan.

Penelitian yang di gunakan oleh saudara arifin ali mustofa berbeda dengan
penelitian yang akan peneliti akan lakukan, pada penelitian ini mengenai
pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, sedangkan yang akan
peneliti lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam mengadili perkara
perempuan yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang memiliki
kesamaan adalah pada perceraiannya.

3. Brama Kuncoro dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010.
Dengan Judul Skripsi Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan

dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid

18 Arifin Ali Mustofa,”Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan
hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo”,
Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta,2017).
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Magelang.1® Dalam penelitian yang di teliti oleh saudara Brama Kuncoro
tersebut membahas tentang Penerapan suatu Asas Cepat, sederhana dan
Biaya Ringan dalam penyelesaian suatu perkara yang mana perkara yang
di ambil adalah cerai talak hal ini bahwasannya pelaksaan tersebut dapat
dilaksakana dalam suatu perkara di Pengadilan.yang mana di pengadilan
tersebut dalam menangani suatu perkara dapat di selesaikan dengan
waktuyang singkat dan dalam proses perkaranya tidak ber belit-belit dalam
hal pembayaran tidak adanya suatu pungutan secara langsung tetapi
melalui bank sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2008.
Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitiannya adalah menggunakan
metode empiris yang mengkaji suatu huku dalam realitas masyarakat(law
in action). Dalam hal ini penelitian menggunakan sifat deskriftif.
Pada penelitian saudara brama Kuncoro dan penelitian yang akan peneliti
lakukan berbeda karena dalam penelitian saudara brama lebih kepada
suatu penerapan sebelum proses mengadili sedangkan yang akan peneliti
lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam mengadili perkara perempuan
yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang hal tersebut menuju
kepada proses dalam mengadili.

4. Nurul Mimin Jannah dari Institut Agama Islam Salatiga Tahun 2016.

Dengan Judul Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap

19 Brama Kuncoro,” Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian
Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang”. Skripsi Sarjana,(Surakarta:
Universitas sebelas maret surakarta,2010)
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Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia.?® Dalam penelitian
oleh Nurul Mimin Jannah bahwasaanya membahas tentang pemikiran KH.
Husein tentang kesetaraan gender dalam permasalahan hukum perceraian
di Indonesia. Dalam pelaksaanaan dalam pemikirannya tersebuh bahwa
dalam permasalahan perceraian di Indonesia masin bersifat diskriminatif di
karenakan peempuan belum sepenuhnya mendapatkan hak nya karena
masih banyak usur ketimpangan.

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunkan
jenis penelitian kualtatif dan pendekatan yang di gunakan yakni
pendekatan gender. Metode yang di gunakan adalah dengan metode
wawancara yang di lakukan langsung dengan KH. Husein.

5. Muhammad Igbal Ghozali dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Dengan Judul Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.?! Dalam penelitian Tesis
tersebut bahwasannya dalam pemahaman kesetaraan gender tersebut
menjadi salah satu pengaruh perempuan untuk mengajukan cerai gugat
yang mana di Pengadilan Agama Sleman sendiri angka cerai gugat lebih
tinggi.

Penelitian yang di gunakan oleh Muhammad igbal ghozali sendiri

menggunakan penelitian  lapangan yang bersifat  deskriptif-analitif.

20 Nurul Mimin Jannah, “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan
Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia”,Skripsi Sarjana,(Salatiga:Institut Agama Islam Negeri
Salatiga, 2016).

21 Muhammad Igbal Ghozali, “Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai

Gugat di Pengadilan Agama Sleman”.Tesis Pascasarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga,2015).
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Pendekatan yang di gunakan dalam penelitia adalah dengan pendekatan

kesetaraan gender dalam islam sumber data yang di gunakan adalah data

primer yang mana data langsung di peroleh dari informan.

Kuncoro dari
Universitas

Sebelas Maret

Cepat,
sederhana dan

Biaya Ringan

teltetak pada

penelitian ini

adalah pada subjek

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Nama Judul Perbedaan Persamaan
1. | Arifin Ali Tinjauan Asas Perbedaan dengan | Persamaan nya adalah
Mustofa dari Keadilan, penelitian ini pada perkara
Institut Agama | Kepastian adalah fokus perceraian objek yang
Islam Negeri Hukum dan penelitian hanya di tuju sama yakni
Surakarta Kemanfaat pada suatu pada Asas tetapi Asas
tahun 2017. dalam putusan permasalahan yang di pakal adalah
hakim terhadap | pembagian harta Asas umum dalam
pembagian harta | bersama dalam peradilan yakni dalam
bersama dalam perkara cerai. Tinjauan Asas

kasus perceraian Keadilan, Kepastian

di Pengadilan Hukum dan

Agama Kemanfaat,

Sukoharjo sedangkan pada
penelitian ini Asas
yang di pakai lebih
khusus yakni Asas,
hakim dalam
mengadili perkara
perempuan.

2. | Brama Penerapan Asas | Perbedaan yang Persamaan dalam hal

ini adalah Asas yang
di pakai tetapi dalam
penelitian ini yang
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Surakarta dalam penelitian nya terdapat dalam UU

tahun 2010. Penyelesaian yaitu lebih kepada | peradilan agama No.7
Perkara Cerali khusus hanya pada | Tahun 1989 dan pada
Talak di perkara cerai talak | UU 48 Tahun 2009
Pengadilan dan penerapan tentang kekuasaan
Agama Asas Cepat, kehakiman yang
Mungkid sederhana dan mana terdapat dalam
Magelang Biaya Ringan. pasal 4 ayat 2.

Nurul Mimin Telaah Metode | penelitian tersebut | Dalam hal ini hal

Jannah dari Pemikiran KH. | mengambil suatu | yang sama adalah

Institut Agama | Husein telaah pemikiran sama-sama

Islam negeri Muhammad sedangkan dalam | mengambil tentang

Salatiga Tahun | terhadap penelitian ini lebih | kesetaraan gender.

2016 Kesetaraan kepada Asas
Gender dalam Kesetaraan

Hukum Gender menurut
Perceraian Padangan Para
Indonesia hakim yang
mengadili perkara.
Muhammad Pengaruh perbedaannya Dalam penelitian nya
Igbal Ghozali Pemahaman Isu | adalah bahwa sama-sama
dari Kesetaraan dalam hal ini menggunakan suatu
Universitas Gender dalam melihat suatu isu kesetaraan gender.
Islam Negeri Kasus Cerai kasus cerai gugat
Sunan Kalijaga | Gugat di yang di
Pengadilan dominankan
Agama Sleman | kepada
pemahaman
kesetaraan

Gender.
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B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Kesetaraan Gender

Kata “gender” sering diartiakan sebagai kelompok laki-laki, perempuan
atau perbedaan jenis kelamin. Gender sendiri merupakan suatu konsep yang
sifatnya melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh
faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan
tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dapat diartikan
gender karena sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih
atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan.??

Kata Gender berasal dari Bahasa inggris, berarti jenis kelamin. Gender
yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat
dari nilai tinggah laku. Dalam Womens studies encylopedia dijelaskan bahwa
gender adalah suatu konsep Kkultural, berupaya membuat perbedaan
(distinction) dalam hal peran, perilaku,mentalitas, dan karakteristik emosional
antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.?3

Gender menurut Oakley (1972) adalah perbedaan kebiasaan/tingkah
laku anatara perempuan dan laki-laki yang di kontruksikan secara sosial, yang
di buat oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri, hal tersebut merupakan
bagian dari kebudayaan. Perbedaaan perempuan dan laki-laki menurut gender

didasarkan kepada budaya yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma

22 Trisakti Handayani,sugiarti, Konsep dan teknik penelitian gender, (Malang:UMM Pres),2006,4-

5

23 Mufidah Ch, Paradigma Gender, (Malang:Banyumedia Publishing), 2003,3.
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yang berlaku di masyarakat, sehingga kontruksi gender bisa berbeda antara
kelompok masyarakat satu dengan yang lain.2*

Gender adalah konsep sosial. Istilah “feminitas” dan “maskunilitas”
yang berkaitan dengan istilah gender berkaitan pula dengan sejumlah
karakteristik psikologis dan perilaku yang kompleks, yang telah di pelajari
seseorang melalui pengalaman sosialnya. Gender merupakan sejumlah
karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan
adanya seks lain.?°

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya
sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai
bidang.?® posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh
akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam
keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam islam
kesetaraan dan keadilan gender telah di bawa pada masa Nabi muhammad
yang mana salah satu misi sebagai pembawa islam adalah mengangkat harkat
dan martabat perempuan, karena ajaran yang di bawanya memuat misi
pembebasan dan penindasan. Kehadiran Rasulullah dalam situasi arab pada

jaman jahiliyah menjadi harapan bagi kaum perempuan karena islam yang di

24 Rahayu Relawati, Konsep dan aplikasi penelitian gender, (Bandung:Muara indah), 2011,4.

25 Saparinah sadli, Berbeda tetapi setara, (jakarta:buku kompas),2010,23.

26 PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum
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perkenalkan berisi pembebasan kaum tertindas, mengajarkan nilai

kemanusiaan, keadilan dan kesetaran.?’

Dalam mengkonstruk masyarakat islam, Rasulullah melakukan upaya
mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi
jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan kesetaraan dan keadilan
gender dalam hukum islam, yaitu:28
a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat

diberlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka di pandang sama
di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda
dengan masa jahiliyah.

b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapat hak menentukan jodoh,
mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini,
mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan
hak pengasuhan anak.

c. Perempuan di perbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi
masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah
bersama nabi, dan peran mengambil keputusan.

d. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan) hartanya,

karena merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

27

Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki

Pres),2013,15-16.
28 Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013,

21.
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e. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan
larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi
tradisi bangsa arab jahiliyyah.

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan laki-laki dan perempuan
mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta
partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan.?® Dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari
pengalaman perempuan. Pengalaman ini niscaya berlangsung dalam
masyarakat yang mempunyai sistem sosial tertentu. Dalam hal ini jika
mengacu kedalam sistem suatu kesetaraan gender maka dalam hal ini harus
mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan pria dan perempuan, serta
ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam masyarakat, mengakui
bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan,
memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan
mengontrol  atas harta keluarga atau harta benda perkawinan,
mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lain, meyakini
bahwa karena ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial.3°

2. Perempuan dalam Hukum

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang
pedoman mengadili perkara perempuan bahwasannya menjelaskan melip uti

ketentuan hakim dalam mengadili pekara perempuan berhadapan dengan

29 Muhajir M. Darwin, Negaradan perempuan, (Yogyakarta:Grha Guru), 2005,58.
30 LM Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,
(Jakarta:yayasan pustaka obor indonesia), 2012, 23-24.
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hukum berdasarkan Asas, pedoman hakim dalam mengadili perkara
perempuan, pedoman dalam pemeriksaan perkara. pedoman mengadili
perkara perempuan dengan hukum bertujuan yang mana agar hakim
memahami dan menerapkan asas-asas, agar hakim dapat mengidentifikasi
situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
terhadap perempuan, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara

dalam memperoleh keadilan.3?

Berikut Penjelasan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum :

a.  Tujuan

Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di

jelaskan pada pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2017:

Pasal 2
Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
berdasarkan asas.

Pasal 3 huruf a
Memahami dan menerapkan asas sebagaimana di maksud dalam

pasal 2

31 Kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung Rl Masyarakat Pemantauan Peradilan
Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia
Indonesia Partnership for justice 2, 11.
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Pasal 3 huruf b

Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga

mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan

Pasal 3 huruf ¢

Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam

memperoleh keadilan.

Pemeriksaan Perkara

Pasal 5 huruf a
Dalam pemeriksaan perkara hakim tidak boleh:
Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
merendahkan, menyalahkan/atau  mengitimidasi  perempuan

berhadpan dengan hukum.

Pasal 6 huruf a

Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.
Pasal 6 huruf b

Melakukan penafsiran peratuaran perundang-undangan dan/atau

hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.
Pasal 6 huruf c

Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender,

perlindungan yang setara dan non diskriminasi.
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Pasal 6 huruf d
Mempertimbangkan  penerapan  konvensi dan perjanjian-
perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah

diratifikasi.

3. Hak Perempuan di muka hukum

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi perempuan tersebut,
ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar negara yaitu
pancasila. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan
antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang dalam lah satu sila
dalam pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab.disebutkan
manusia di akui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan
kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama

dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial warna kulit dan

sebagainya. 32

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa
manusia adalah sederajat, maka bangsa indonesia merasa dirinya sebagai
sebagian dari seluruh umat manusia di dunia, karena itu dikembangkan sikap

saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam hal

32 Lusian Margareth Tijow, Perlindungan Hukumbagi perempuan Korban Janiji
Kawin,(Malang:Inteligensi Media,2017),10.
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ini yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah menjamin rakyatnya untuk

menikmati hak asasinya sebagai manusia rasa aman dan terlindungi.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah
menyebutkan dengan tegas bahwa “semua warga Negara mempunyai
kedudukan yang sama”. Berarti hak dan kewajiban tidak ada bedanya antara

laki-laki dan perempuan.

Peraturan yang khusus di tunjukkan kepada perempuan mempunyai
tujuan yang jelas, yaitu adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki

dimuka hukum dan dalam kegiatan-kegitan lain.

Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi subtansi, aparat
penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang reponsif

terhadap kepentingan perempuan.

Sepertihalnya sejumlah undang-undang yang dominan membenarkan
subordinasi perempuan, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang
membedakan dengan tegas peran dan kedudukan suami dan istri. Dalam Pasal
31 ayat 3 di sebutkan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah
ibu rumah tangga” selanjutnya, dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, dinyatakan,
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “istri

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Aturan semacam itu jelas menempatkan istri sangat tergantung secara
ekonomis kepada suaminya, dan sebagai konsekuensinya berada di bawah

kekuasaan suami. Akibat lebih jauh, akses perempuan terhadap sumber daya
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ekonomi, politik, dan sosial menjadi terbatas, yang pada gilirannya kekuasaan
dan kedudukannya pun menjadi tidak seimbang dihadapan suaminya maupun
dihadapan masyarakat. Dalam kondisi ketergantungan seperti itu serta
dukungan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat pada umumnya yang
sangat berorientasi kepada kepentingan laki-laki, kekerasan sangat mudah

terjadi.33

Dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam
(KHI). Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan atau
kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para penegak hukum di

negara ini.3*

Pemahaman terhadap ajaran agama tentang kedudukan suami-istri
sebagaimana terbaca dalam Undang-undang Pekawinan pasal 31 ayat 3 yang
berbicara tentang kedudukan suami-istri. Kedudukan suami di tegaskan
sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebutan ‘“kepala
keluarga” mi mengandung konotasi kekuasaan yang sangat terkesan otoriter,
sehingga tidak salah kalau masyarakat umumnya memandang suami identik

dengan penguasa di ruang lingkup keluarga.

Pemahaman tentang kewajiban suami-istri seperti tertera pada pasal 34
ayat 1 dan 2 UU perkawinan. Disana ditegaskan kewajiban suami melindungi

istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

33 Siti Musdah Mulia, Muslimah Perempuan pembaru keagamaan Reformis, (Mizan
Pustaka:Bandung), 156.

34 Siti Musdah Mulia, Muslimah Perempuan pembaru keagamaan Reformis, (Mizan
Pustaka:Bandung),171
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dengan kemampuannya, sementara kewajiban istri mengatur urusan Rumah
tangga sebaik-baiknya. Isi pasal-pasal tersebut sama dengan apa yang tertera
pada BAB XII KHI ayat 1 pasal 80: “ Suami adalah pembimbig terhadap istri
dan rumah tangga, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting
di putuskan oleh suami istri bersama. “menetapkan kewajiban suami sebagai
pembimbing dan pelindung istri dapat dilihat dalam dua presepektif. Pertama,
sebagai upaya untuk memperoteksi perempuan dari perlakuan sewenang-
wenang, tetapi kenyataan yang ada tidak semua suami mampu melakukan
kewajiban itu dengan baik. Kedua, sebagai upaya untuk melanggengkan
posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki. Suami wajib melindungi istri
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya” (pasal 80 ayat 2 KHI).

Landasan Yuridis Perlindungan perempuan yang berhadapan dengan

hukum:

a. Tinjauan Hak Asasi Perempuan

Isu Hak Asasi Manusia semakin terangkat ke permukaan karena
dinilai hak-hak asasi manusia yang telah disepakati tanpa pembedaan
gender ternyata belum dinikmati oleh banyak perempuan dan nilai hak-
hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Sepanjang peradaban
manusia perbedaan gender dan ketimpangan kekuasaan dan budaya

patriarki merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan praktik kekuasaan
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yang menjadikan hak-hak perempuan yang paling fundamental sebagai

manusia tercabut dari akarnya.3®

Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, karena
perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai
martabat, sama hal nya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi

dalam bidang apapun. 36

Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai
manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak
untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan

pria di segala bidang kehidupan.®’

Persepsi umum bahwa hak asasi terbatas pada pen